BAB IV
ANALISISHUKUM FORMIL DAN MATERIIL TERHADAP PENETAPAN

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO NO. 021/PDT .P/2007/PA.PWR.

A. Analisis Hukum Formil Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purworego
Nomor.021/Pdt.P/2007/PA.Pwr. Tentang Permohonan Wali Adhal Karena

Kepercayaan Wali Terhadap Adat Jawa (Madureso = Adu Poj ok).

Hukum formil (hukum acara) adalah rangkaian peeatyperaturan yang
memuat cara bagaimana orang harus bertindak di npédgadilan dan
bagaimana cara pengadilan harus bertindak satu mmantuk melaksanakan
perjalanannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Suatu putusan/penetapan yang merupakan prodak hulkizm
persidangan terhadap suatu perkara harus sesugarddrukum formil dan
materil yang berlaku. Jika salah satu dari unstgetaut tidak terpenuhi maka
bisa dikatakan suatu putusan/penetapan terselaitt lmaoum.

Untuk mengetahui kebenaran dan sesuai atau tidateggan hukum
maka penyusun akan membandingkan praktek penyaheparkara waladhal
yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Purworepmgah prosedur

penyelesaian perkara walilhalpada Pengadilan Agama, yaitu seperti berikut;

! Abdul Manan,Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan PeeadiA\gamalakarta,
Kencana, 2006, cet IV). HIm. 2
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Praktek penyelesaian perkara wadhal di Pengadilan Agama Purworejo.

1) Dalam menetapkamadhalnya wali harus ditetapkan dengan keputusan
Pengadilan Agama.
Penetapan hari sidang pada perkara wealhal yang ditetapkan oleh
Pengadilan Agama Purworejo, menunjuk hakim Drso Jyharjo sebagai
ketua majelis. Dan Drs. Tubagus Masrur. Drs Sujtyasebagai hakim
anggota, pada tanggal 03 September 2007.

2) Dari calon mempelai wanita mengajukan permohonaretapanadhalnya
wali dengan Surat Permohonan. Adapun surat pernashiensebut memuat:
a) ldentitas calon mempelai wanita sebagai (pemohon).

Nama TRI WAHYUNINGSIH S. Sos., bintit MARSONO

Umur : 32 tahun
Agama :Islam
Alamat : Dusun Satu Tondo Mantren, Desa Lugu RtR®&.01,

Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo,
b) Uraian tentang pokok perkara.
i) Bahwa antara Pemohon dengan SISWO SUSILO bin SURETah
saling mencintai dan sepakat untuk melangsungkamkadan.
i) Bahwa antara Pemohon dengan SISWO SUSILO bin SURIRIak
ada hubungan nasab, tidak sesusuan dan tidak dalegaa untuk

menikah.
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i) Bahwa Pemohon juga sudah mendaftarkan rencana kaleam
tersebut di KUA Kecamatan Butuh, tetapi ditolak gem alasan wali
nikahadhalenggan.

iv) Bahwa Pemohon, calon suami dan perangkat desa swetakaha
membujuk ayah Pemohon agar berkenan menikahkanHeentetapi
ayah Pemohon tidak mau dengan alasan yang tidakkna&sl.

c) Petitum, yaitu mohon ditetapkadhalnyawali dan ditunjuk wali hakim
untuk menikahkannya.

Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama Purwoesjoas dengan tempat

tinggal calon mempelai wanita (pemohon).

Perkara penetapadhalnyawali ini berbentukvoluntair.

Permohonan waliadhal di Pengadilan Agama diproses sebagai perkara

voluntair yang hanya melibatkan calon mempelai wanita seb@ag@aohon

tanpa ada pihak lain yang dijadikan sebagai termolbitxa perkara tersebut

diputus dengancontentious maka perkara tersebut akan memperlambat

perkawinan dari kedua calon mempelai, dan nanti@lyan menimbulkan

kemadhorotan jika tidak segera ditetapkan, diarkaraadhorotan itu adalah

perbuatan zina hingga hamil diluar nikah dan nikah, sedangkan hal itu

tidak sesuai dengayar’i.

Pengadilan Agama Purworejo menetapkan hari sidangaga hari Kamis,

tanggal 20 September 2007. Jam 09.00 WIB. Meméikiata kepada jurusita
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untuk memanggil pemohon dan memanggil pula waligien tersebut untuk
didengar keterangannya di dalam persidangan, keppdea pihak
diberitahukan pula untuk mempersiapkan beserta gakai dan bukti yang

dikehendaki untuk diperiksa.

Pengadilan Agama memeriksa dan meneta@dmlnyawali dengan cara
singkat.
Pihak wali yang bernama Marsono bin Parto Utombagai saksi utama

telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tetag hadir sehingga tidak
dapat didengar keterangannya, maka hal ini dapabpaeuat enggannya
wali karena mempercayai adat jawaadureso= adu pojok). Akan tetapi

apabila pihak wali telah hadir dan memberikan leetgannya maka hakim
harus mempertimbangkan dengan mengutamakan kegantipemohon

terlebih dahulu.

Untuk memperkuatadhalnya wali, maka majelis hakim mendapatkan
keterangan dari saksi-saksi maupun bukti tertubsigy tercantum dalam

penetapan yaitu (P.1) (P.2) (P.3) (P.4) dan (Ragar tidak sepihak untuk
menggali informasi tersebut. Diantara para saKssidarsebut yaitu; Yuwono

bin Setrodimejo dan Rumirin bin Slamet Parto Hasjoari para saksi

tersebut menyatakan bahwa sudah membujuk walingaragu menikahkan

putinya namun wali tersebut masih enggan karensamalaumahnya saling

berhadapamadurespdan di khawatirkan akan cepat meninggal dunia.
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9) Apabila wali yang enggan menikahkan tersebut merygiualasan-alasan
yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekirany&apsinan tetap
dilangsungkan justru akan merugikan pemohon atgadieya pelanggaran
terhadap larangan perkawinan, maka permohonan pmmakan ditolak.
Adapun alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukparkawinan
diantaranya yaitu;

a) Ada hubungan darah dalam garis lurus vertikal mauyorizontal

b) Ada hubungan semenda

c) Ada hubungan sepersustfan.

Jika terdapat alasan-alasan diatas maka permohioagn pemohon akan
ditolak oleh majelis.

10)Dari proses penyelesaian tersebut, maka hakim heégpat bahwa wali nikah
bernama Marsono bin Parto Utomo telah benar-badiaal tanpa alasan yang
sah, dan pemohon tetap pada permohonannya maken lrakngabulkan
permohonan pemohon dengan menetep&dhalnya wali dan menunjuk
kepada M. Zainuri selaku pejabat KUA Kecamatan Butelaku Pegawai
Pencatat Nikah (PPN), untuk bertindak sebagai aim.

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kanmasggal 20
September 2007 M. Bertepatan tanggal 8 Ramadha® H4®leh Drs. Jojo
Suharjo sebagai ketua majelis. Drs. Tubagus Madamr Drs Sujiyanto

masing-masing sebagai hakim anggota, serta didgmnpieh Agus Mutholib,

2 Lihat bukunya Drs. H. Abdul Mana@p., cit. HIm 16-17
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AR, BA., sebagai panitia pengganti, penetapan diket pada hari itu juga
dalam persidangan terbuka untuk umum oleh majetsebut yang dihadiri
oleh pemohon dan calon pemohon.

11)Agar tidak menimbulkan perselisihan yang menyebaldatara wali hakim
dan wali nasab, maka sebelum akad nikah itu dilamglsan, wali hakim
meminta kembali kepada wali nasabnya untuk meniahdalon mempelai
wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilam&durworejo tentang
adhalnyawali.

12)Karena wali nasabnya tetagmhal maka akad nikah dilangsungkan dengan
wali hakim dari KUA Kecamatan Butuh yang bertindakbagai wali
hakimnya®
Menurut Drs. H. A. Mukti Arto, SH. Dalam bukunyaaRtek- praktek Perkara

Perdata Pada Pengadilan Agama menyebutkan sehdlgatibe

Prosedur cara penyelesaian perkara adthal.

1) Untuk menetapkanadhalnya wali harus ditetapkan dengan keputusan
Pengadilan Agama.

2) Calon mempelai wanita yang bersangkutan mengajuRanrmohonan
penetapamdhalnyawali dengan "Surat Permohonan”.

3) Surat permohonan tersebut memuat:

a) ldentitas calon mempelai wanita sebagai "pemohon".

SWawancara. Drs. Mufarikin. S. H. Wawancaara (HakinPengadilan Agama Purworejo).
Pada Tanggal 05 Maret 2012
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b) Uraian tentang pokok perkara.
c) Petitum, yaitu mohon ditetapkadhalnyawali dan ditunjuk wali hakim
untuk menikahkannya.

4) Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tenmggddl calon mempelai
wanita (pemohon).

5) Perkara penetapadhalnyawali berbentukvoluntair.

6) Pengadilan Agama menetapkan hari sidangnya dengamanggil pemohon
dan memanggil pula wali pemohon tersebut untukrdjee keterangannya.

7) Pengadilan Agama memeriksa dan menetagdimlnyawali dengan cara
singkat.

8) Apabila pihak wali sebagai saksi utama telah digdrsgcara resmi dan patut
namun tetap tidak hadir sehingga tidak dapat didekgterangannya, maka
hal ini dapat memperkuathalnyawali.

9) Apabila pihak wali telah hadir dan memberikan katgannya maka harus
dipertimbangkan oleh hakim dengan mengutamakamkiegan pemohon.

10)Untuk memperkuatidhalnyawali, maka perlu didengar keterangan saksi-
saksi.

11)Apabila wali yang enggan menikahkan tersebut meiygualasan-alasan
yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekirany&apsinan tetap
dilangsungkan justru akan merugikan pemohon atgadieya pelanggaran

terhadap larangan perkawinan, maka permohonan pemaian ditolak.
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12)Apabila hakim berpendapat bahwa wali telah benaatedhal dan pemohon
tetap pada permohonannya maka hakim akan mengaby&emohonan
pemohon dengan menetepkadhalnyawali dan menunjuk kepada KUA
Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN)tenipat tinggal
pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.
13)Terhadap penetapan tersebut dapat dimintakan landin
14)Sebelum akad nikah dilangsungkan, wali hakim meariembali kepada wali
nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanitealipen sudah ada
penetapan Pengadilan Agama tentadigalnyawali.

15)Apabila wali nasabnya tetagalhal maka akad nikah dilangsungkan dengan
wali hakim?

Dari cara pemyelesaian perkara wadihal di Pengadilan Agama Purworejo
Nomor.021/Pdt.P/2007/PA.Pwr. Tentang permohonani wadhal karena
kepercayaan wali terhadap adat jawsladureso = adu pojok) dengan
prosedurnya pada Pengadilan Agama, bahwa sudahi sesigan hukum formil
yang berlaku, dan tidak cacat hukum dalam pelaks®a@a dipersidangan PA
Purworjo.

Untuk menetapkan wali hakim sebagai wali nikah garempuan yang wali
nasabnyadhal maka Pengadilan Agama Purworejo mendasarkana@duran

Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang wali hakdarta KHI pasal 23 ayat

“ Drs. H. A. Mukti Arto, SHPraktek- praktek Perkara Perdata Pada Pengadilaarg
(Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 1996). HIm. 244



76

(2) yaitu: dalam hal waladhal atau enggan, maka wali hakim baru bertindak
sebagai wali nikah setelah ada putusan PengaddamaA tentang wali tersebut.
Dengan demikian, penetapan Pengadilan Agama Pyovograng telah
mengabulkan permohonan waldhal dan mendapatkan wali hakim tersebut
dinilai telah sesuai dengan hukum yang berlaku,ké@ahjika melihat segi
madhorot dan maslahat, hal ini harus dilakukan deenghindari kemadhorotan
yang tidak diinginkan olebyara’.
. Analiss Hukum Materiil Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam
Memutuskan Penetapan Pengadilan Agama Purworgo Nomor.
021/Pdt.P/2007/PA.Pwr. Tentang Permohonan Wali Adhal Karena
Kepercayaan Wali Terhadap Adat Jawa (Madureso = Adu Pojok)

Hukum materiil adalah segala hukum pokok yang memdeepentingan-
kepentingan perseorangamerupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan
yang mengatur kepentingan-kepentingan yang berwpgrihtah dan larangan
dimana dalam suatu putusan/penetapan dalam suétalgengan hukum.

Dari perkara ini yaitu pemohon akan melangsungkamikahan dengan
seorang laki-laki pilihannya yang dinilai cukup memhi syarat sebagai calon
suami yang baik bagi pemohon. Untuk maksud terseialbn suami pemohon
juga sudah datang kepada walinya yang didampireii pemohon sebanyak 5
kali. Namun permasalahannya adalah, bahwa wali lakmenjadi wali nikah

dalam pernikahan putrinya, dengan alassadureso yaitu antara rumah calon

® Subekti,Pokok-pokok Hukum Perdat@lakarta: PT Intermasa, 1992, cet 24) HIm.9
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istri dan calon suami saling berhadapan sehingggahmenyeberang saja untuk
mencapainya. karena letak rumah calon mempelaindada@at Jawa tidak
cocok/tidak bisa dipadukan dan dilarang.

Ketidakcocokan tersebut dipercaya akan menimbuliedshal yang tidak
baik dalam kehidupan rumah tangga mempelai kelakeia alasan penolakan
tersebut, pemohon mengajukan permohonan penetaglandhal ke Pengadilan
Agama Kabupaten Purworejo dan hasilnya permoharaeliut dikabulkan.

Dari penelitian yang telah saya lakukan dengan gnemakan sumber data
dari dokumen penetapan walihal serta wawancara kepada para hakim dalam
perkara ini, ditemukan beberapa pertimbangan hakidalam hasil wawancara
dan beberapa pertimbangan yang telah tercantummdélerkas penetapan
permohonan wakdhalini yaitu:

a. Antara pemohon dan calon suaminya tidak ada larangtuk melaksanakan
pernikahan.

b. Berdasarkan keterangan saksi serta bukti, teldlukarwali nikah pemohon
menolak untuk menikahkan pemohon dengan calon siyami

c. Penolakan wali nikah kepada pemohon untuk menikalgeanohon dengan
calon suami tidak berdasarkan hukum.

d. Penolakan wali nikah kepada pemohon untuk menikalgeanohon dengan

calon suami tidak sesuai dengan syar’i



78

Selain dari beberapa pertimbangan hakim di atas, jaga beberapa
pertimbangan hakim yang diperoleh dari hasil wawwesmgaitu:
e. Tidak hadirnya wali nikah pemohon di persidanggmaddang tidak hendak
membantah permohonan pemohon.
f. Pertimbangan hakim melihat dari hubungan pemohan aédon suaminya
agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaranrhuk
Pertimbangan-pertimbangan tersebut akan penyusairsianiebih lanjut
untuk dapat diketahui dasar hukum yang dipergunakan
1) Antara pemohon dan calon suaminya tidak ada larangtuk melaksanakan
pernikahan.

Pada dasarnya setiap laki-laki muslim dapat sajaikak dengan wanita
yang disukainya. Namun prinsip itu tidak berlakutlak) karena ada batas-
batasnya dalam bentuk larangan-larangan perkawmearurut hukum Islam.
Hal ini seperti dikatakan oleh hakim Drs. Tubagusskir S. H dalam
memandang perkara ini bahwa salah satu pertimbaggaadalah melihat
calon mempelai perempuan dalam pinangan orangataun tidak, kemudian
dalam hubungan mahram atau tidak, dan masih sejpers@atau tidak dengan
calon suaminyd. Sedangkan peraturan yang mengatur tentang beberapa
larangan perkawinan dalam hukum Islam, telah tetataklalam Kompilasi

Hukum Islam pada pasal 39, 40, 41, 42 dan 43. Dalarkara ini, pemohon

® Drs. Tubagus masrur. Wawancara, (HakinggotaDi Pengadilan Agama Purworejo).
Pada Tanggal 08 Maret 2012
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dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarattidak ada larangan
untuk melaksanakan pernikahan karena pemohon tskdang dalam
pinangan orang lain dan juga tidak ada pertaliamatdataupun sepersusuan
dengan calon suami pemohon. Begitu juga larangamkwtinikahi selama-
lamanya ataupun larangan pernikahan sementara.

Berdasarkan keterangan saksi dan bukti, tentarfguk®nya wali nikah
pemohon menolak untuk menjadi wali dalam pernikaphamohon dengan
calon suaminya.

Hal ini menunjukkan bahwa dasar yang digunakan Imap@kim untuk
menetapkaradhalnyawali adalah bukti-bukti serta fakta-fakta hukurmga
berkaitan dengan perkara tersebut. Hal ini sesrgah pasal 163 HIR yang
menyatakan bahwa “Barang siapa yang mengatakaremapomyai hak, atau
ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkanyhaitu, atau untuk
membantah hak orang lain, maka orang itu harus mkmkian adanya hak itu
atau adanya kejadian itu”. Sementara itu, alat bukti dalam hal ini berupa
bukti surat dan saksi. Bukti surat yang pokok dapemrkara waladhaladalah
surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Uru#sgama setempat (P.I)
yakni bahwa ternyata walinya tidak bersedia menyeali. Sedangkan saksi

adalah orang-orang yang mengetahui adanya perrhasakersebut dan saksi-

Him.74.

"Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam LinglamPeradilan AgamaDp,. Cit.
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saksi akan dimintai keterangan mengenai keenggaaérdan juga keadaan
kedua calon mempelai.

Penolakan wali nikah kepada pemohon untuk menikalgenohon dengan
calon suami tidak berdasarkan hukum.

Alasan penolakan wali nikah untuk menikahkan pemotiengan calon
suaminya dinyatakan oleh hakim sebagai perbuatag tidak berdasarkan
hukum. Para ulama sependapat bahwa wali tidak bennarintangi
perempuan yang di bawah perwaliannya, bila ia ngattekelangsungan
pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas bdiatierbuat zhalirfi Jika ia
minta dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan maharnyamitsil. Dalam
hal ini majelis hakim harus menetapkan wali pemobkebagai waliadhal
karena jelas bahwa wali pemohon menolak menikakkaena kepercayaan
wali terhadap adat jawaaduresdidak berdasarkan hukum.

Penolakan wali nikah kepada pemohon untuk menikalgeanohon dengan
calon suami tidak sesuai dengan syar’i. Jika wanghalangi karena alasan-
alasan yang dibenarkasyara’, maka dalam keadaan seperti ini perwalian
tidak berpindah ke tangan orang lain, karena tidakhggap menghalangi.
Akan tetapi dalam perkara penetapadhalnya seorang wali yang

mempercayai adat jawaaduresoini, majelis hakim melihat bahwa alasan

penolakan wali tersebut tidak sesuai dengara’.

8 Sayyid SabigFigih Sunnah7. Op,. CitHIm. 27
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5) Ketidak hadiran wali nikah pemohon dalam persidangipandang tidak
hendak membantah permohonan dari pemohon.

Ketidak hadiran wali nikah pemohon dalam persidang@a dipandang
tidak hendak membantah permohonan dari pemohormdalersidangan.
Sedangkan di dalam urusan perkara perdata, kedudhatam adalah sebagai
penengah diantara pihak yang berperkara, ia peglmeriksa, memutus, dan
mendengarkan dengan teliti terhadap pihak-pihalg y@erselisih itu. Itulah
sebabnya pihak-pihak pada prinsipsnya harus semadi& ti muka sidang.
Berdasarkan prinsip ini maka di dalam HIR misalnyhAperkenankan
memanggil yang kedua kalinya (dalam sidang pertansgbelum ia
memutuskan verstek atau digugurkan. Karena kemoagkada para pihak
yang tidak hadir dengan berbagai sebab dan keagmaatau bahkan mungkin
ada yang membangkang, maka demi kepastian hukuaicaea pemanggilan
sidang diatur konkrit sehingga jika terjadi penyangan dari prinsip, perkara

tetap di selesaikah.

R
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° Roihan A. RasyidHukum Acara Peradilan Agan{dakarta: Rajawali Press, 1998). Him. 87
19 Abi ‘lsa Muhammad Ibn Isa Ibn Surahl-Jami’ul Shohih Sunan Tirmizdi Juz Bairut-
Libanon. Darul Kutab IImiyah. tt). Him. 618
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hannadahelmenceritakan
kepada kami Husain al Ju’fi dari Za'idah dari Simak Harb dari
Hanasy dari Ali ia berkata; Rosulullah SAW mengatakepadaku:
“jika ada dua orang mengajukan suatu perkara kepadamaka
janganlah engkau memutuskan hukum kepada orangarpart
hingga engkau mendengar perkataan orang keduaayesengkau
akan mengetahui bagaimana engkau memutuskan hukin.”
berkata; Setelah itu aku terus menjadi hakim. Aba berkata;
Hadist ini hasan.

Wali dari pemohon bukanlah sebagai pihak termoladian tetapi saksi
yang perlu dihadirkan di depan sidang untuk didehkgéerangannya untuk
kepentingan pemeriksaan, karena wali tersebut meyapinubungan hukum
langsung dengan pemohon. Jadi bilamana permohonknp cberalasan
(terbukti) maka permohonannya akan dikabulkan dentjdak terbukti akan
ditolak ' Begitu juga halnya para pihak dalam kasus iniamahal ini wali
pemohon telah dipanggil 3 kali namun tidak hadifawrpun telah dipanggil
secara patut, sedangkan tidak datangnya wali didglarsidangan tidak
disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Jadi m@akberitahukan bahwa
lagi sakit atau sedang pergi. Sehingga berartingalisudah dianggap benar
karena tidak membantah akibat ketidak hadirannigakimembantah artinya
mengakui, jika sudah mengakui maka menjadi faktanmaawali tersebut
enggan untuk menikahkan putrinya. Oleh karena walaupun wali dari
pemohon membangkang untuk hadir memberikan ketarangengenai
alasannya menolak untuk menjadi wali dari pemolajelis hakim tetap

bisa mendapatkan informasi dari beberapa saksi tedaly dihadirkan dalam

" Roihan A. RasyidHukum Acara Peradilan Agama. Op., Gitm. 87
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persidangan. Maka demi kepastian hukum, perkanmgiewnan waliadhal
karena wali mempercayai tradimaduresani tetap dapat diselesaikan.
Pertimbangan hakim melihat dari hubungan pemohon cddon suaminya
agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaranrhuk

Hal ini menunjukkan, bahwa hakim juga mempertimlbang
kemaslahatan dan kemadhorotan yang akan timbuliflkt segera menunjuk
wali hakim untuk menikahkan. Sehingga kekhawatat@u bahaya yang akan
timbul itu harus segera dicegah dengan jalan pahaik. Sesuai dengan

kaidah fighiyah yaitu.

-

Palladl s e 318w Wiz

Artinya: Menolak kerusakan itu (di dahulukan) dari pada
menarik/mendapatkan kemaslahatan (kebaikan).

Pertimbangan hakim menggunakan kaidah di atas &areadhorot yang
akan terjadi lebih besar jika para hakim tidak nadmdkan permohonan wali
adhalnya diantara madhorot tersebut yaitu akan terjadipgebuatan zina
(kumpul kebp serta akan terjadi nikah sirri dan kawin lariel®karena itu
sikap adhalnya wali tidak dibenarkan oleh syari'at Islam, karesadah

menjadi kewajiban seorang wali untuk menikahkark ggempuannya.

12 Abdul Hamid HakimOp,. Cit.



